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Abstrak

Makalah ini mengkaji secara kritis kebijakan dan regulasi komunikasi di Indonesia melalui
perspektif komunikasi publik, politik komunikasi, dan regulasi hukum. Berangkat dari sejumlah
opini penulis terkait ketegasan negara, rasionalitas hukum, komunikasi publik kebijakan BBM,
dan kebijakan kerja fleksibel (WFH). Makalah ini menemukan, bahwa kebijakan komunikasi
negara masih cenderung normatif, elitis, dan belum sepenuhnya berbasis pada pendekatan
psikologi publik, serta ekosistem media digital. Hasil menunjukkan, bahwa perlunya reformulasi
kebijakan komunikasi negara yang lebih dialogis, adaptif, dan berbasis literasi media.

Kata Kunci: Kebijakan Komunikasi, Regulasi Media, Komunikasi Publik, Negara, Literasi
Media.



BAB I
PENDAHULUAN

Pada era disrupsi digital, kebijakan dan regulasi komunikasi tidak lagi dapat dipahami
sekadar sebagai instrumen administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi arena strategis
perebutan makna antara negara, media, dan publik. Perubahan ini dipicu oleh pergeseran
mendasar dalam lanskap komunikasi, yang mengubah secara fundamental posisi dan relasi
ketiganya dalam proses produksi serta distribusi informasi.

Jika pada masa sebelumnya negara dan media arus utama memegang kendali dominan
sebagai sumber utama informasi, maka kini otoritas tersebut mengalami fragmentasi yang
signifikan. Kehadiran platform digital seperti Instagram, X (Twitter), dan TikTok telah membuka
ruang partisipasi yang luas, di mana publik tidak lagi sekadar menjadi konsumen informasi,
tetapi juga berperan sebagai produsen sekaligus distributor makna.

Dalam konteks ini, negara tidak lagi memonopoli narasi, dan media tidak lagi menjadi
satu-satunya “penjaga gerbang” informasi. Setiap kebijakan komunikasi yang dikeluarkan negara
secara otomatis memasuki ruang tafsir publik yang plural, dinamis, dan sering kali kontradiktif.
Transformasi tersebut sekaligus menandai pergeseran dari pola komunikasi satu arah (one way
communications) menuju kontestasi narasi yang lebih kompleks.

Dalam logika lama, kebijakan dianggap selesai ketika telah disampaikan kepada publik.
Namun, dalam realitas komunikasi digital, penyampaian justru merupakan titik awal dari proses
yang lebih panjang, yakni perebutan, negosiasi, dan pertarungan makna di ruang publik.
Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Stuart Hall yang menegaskan, bahwa audiens tidak
pernah bersifat pasif, melainkan secara aktif melakukan proses decoding terhadap pesan yang
diterima; baik dalam bentuk penerimaan dominan, negosiasi, maupun penolakan.

Oleh karena itu, regulasi komunikasi tidak lagi cukup dilihat sebagai persoalan normatif
tentang apa yang diatur, tetapi harus dipahami dalam kerangka bagaimana aturan tersebut
dimaknai, ditafsirkan, dan diperdebatkan oleh publik. Di sisi lain, kehadiran algoritma sebagai
aktor baru dalam ekosistem komunikasi semakin memperumit proses pembentukan makna.
Platform digital tidak bekerja secara netral, melainkan melalui logika algoritmik yang
menentukan visibilitas informasi; apa yang menjadi viral? apa yang diperkuat? dan apa yang
justru terpinggirkan?

Dalam kondisi ini, makna kebijakan negara dapat mengalami penguatan ketika
memperoleh resonansi positif di ruang digital, tetapi juga berpotensi mengalami distorsi ketika
narasi negatif lebih dominan. Dengan demikian, regulasi komunikasi tidak hanya berhadapan
dengan dimensi administratif dan hukum, tetapi juga harus bernegosiasi dengan mekanisme
algoritmik yang berada di luar kendali langsung negara.

Perubahan ini semakin signifikan dengan munculnya publik sebagai subjek aktif dalam
budaya partisipatif. Publik tidak lagi sekadar menerima informasi, tetapi turut memproduksi
wacana melalui komentar, kritik, hingga penciptaan kontra-narasi. Dalam kerangka pemikiran
Jirgen Habermas, ruang publik yang sebelumnya relatif terstruktur, kini berubah menjadi ruang



yang cair, digital, dan sarat dengan kontestasi wacana. Konsekuensinya, setiap kebijakan
komunikasi negara tidak lagi berada dalam ruang yang steril, melainkan langsung masuk ke
dalam arena debat terbuka, yang melibatkan beragam kepentingan, perspektif, dan interpretasi.

Selain itu, karakter utama ekosistem digital yang ditandai oleh kecepatan dan viralitas
turut memengaruhi dinamika komunikasi kebijakan. Informasi dapat menyebar dalam hitungan
detik, sementara respons publik sering kali muncul, bahkan sebelum klarifikasi resmi
disampaikan oleh negara. Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang menyentuh isu sensitif,
seperti harga BBM, berpotensi memicu kepanikan kolektif seperti panic buying, sementara
kebijakan seperti Work From Home (WFH) dapat disalahartikan sebagai indikasi krisis. Hal ini
menunjukkan, bahwa negara tidak lagi memiliki kendali penuh atas waktu dan ritme komunikasi,
melainkan dituntut untuk mampu merespons dinamika yang bergerak cepat dan tidak terduga.

Pada saat yang sama, kondisi tersebut diperparah oleh adanya krisis kepercayaan publik
terhadap institusi. Pada era digital, masyarakat cenderung lebih skeptis, kritis, dan rentan
terpapar disinformasi. Akibatnya, setiap kebijakan tidak otomatis memperoleh legitimasi,
melainkan harus melalui proses perebutan kepercayaan di ruang publik. Regulasi tidak lagi
diterima sebagai kebenaran final, tetapi menjadi objek interpretasi yang terus dinegosiasikan.
Dengan demikian, makna kebijakan bukan lagi hasil penetapan sepihak oleh negara, melainkan
merupakan hasil interaksi kompleks antara negara, media, algoritma, dan publik.

Secara keseluruhan, pergeseran dari model komunikasi yang top-down, linear, dan
terkontrol menuju model yang multi-aktor, dialogis, dan penuh kontestasi menegaskan, bahwa
kebijakan dan regulasi komunikasi kini berfungsi sebagai arena strategis perebutan makna.
Dalam konteks ini, negara tidak lagi cukup berperan sebagai pihak yang “mengatur”, tetapi juga
harus mampu “memenangkan makna” dari setiap kebijakan yang disampaikannya agar
memperoleh legitimasi sosial. Oleh karena itu, negara dituntut tidak hanya tegas dalam
merumuskan kebijakan, tetapi juga cakap dalam mengelola komunikasi publik. Ketegasan tetap
diperlukan untuk menjamin otoritas dan kepastian hukum, namun tanpa komunikasi yang efektif,
kebijakan berisiko mengalami distorsi, penolakan, bahkan delegitimasi di tingkat publik.

Tabel 1. Ringkasan Perubahan Kebijakan dan Regulasi Komunikasi

No. Era Lama Era Disrupsi Digital
1. Top-down Multi-aktor
2. Linear Dialogis & konflik
3. Informasi dikontrol Informasi diperebutkan
4. Publik pasif Publik aktif
5. Regulasi administratif Regulasi sebagai arena makna

Pada akhirnya, kebijakan publik harus dipahami tidak hanya sebagai tindakan
administratif, tetapi juga sebagai konstruksi pesan yang membentuk cara publik memandang
realitas sosial; mulai dari definisi masalah, penentuan aktor yang bertanggung jawab, hingga
solusi yang ditawarkan. Dalam ruang publik digital yang terbuka dan dinamis, legitimasi tidak
lagi semata-mata ditentukan oleh otoritas formal, melainkan oleh kemampuan negara dalam




membangun kepercayaan, mengelola emosi kolektif, serta menghadirkan komunikasi yang
transparan, adaptif, dan persuasif.

Dengan demikian, ketegasan kebijakan dan kecakapan komunikasi publik bukanlah dua
hal yang terpisah, melainkan dua dimensi yang harus berjalan secara simultan, agar kebijakan
tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitimate secara sosial di tengah kompleksitas
ekosistem komunikasi digital.



BAB II
PEMBAHASAN

Opini penulis pada berbagai media menunjukkan adanya problem mendasar dalam
kebijakan dan regulasi komunikasi di Indonesia, yakni:

1. *Ketegasan Negara dan Makna Pengiriman Pasukan Perdamaian Indonesia*
(https.//www.matatelinga.com/Opini/188327/ketegasan-negara-dan-makna-pengiriman-
pasukan-perdamaian-indonesia/#tgoogle vignette)

Problem mendasar dalam opini ini sebenarnya bukan terletak pada isu militer atau

diplomasi itu sendiri, melainkan pada kesenjangan antara simbol kebijakan negara dan
pengelolaan maknanya di ruang publik. Pengiriman pasukan perdamaian diposisikan sebagai
simbol komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia, namun simbol tersebut menjadi rapuh
ketika tidak diikuti oleh tindakan nyata yang dapat dipahami, diyakini, dan dirasakan oleh
publik, terutama terkait aspek perlindungan prajurit dan ketegasan diplomasi internasional.

Dengan kata lain, problem utamanya adalah ketidaksinkronan antara tindakan negara
(policy action) dan komunikasi makna kebijakan (policy communication). Dalam perspektif
komunikasi, negara telah melakukan encoding makna, bahwa pengiriman pasukan adalah bentuk
kontribusi global dan kebanggaan nasional. Namun, publik melakukan decoding yang bisa
berbeda, yakni ketika prajurit gugur tanpa narasi perlindungan yang jelas, makna tersebut
bergeser menjadi simbol kerentanan atau bahkan pengorbanan yang “tidak terlindungi”.

Di sinilah terlihat, bahwa makna kebijakan tidak pernah stabil, melainkan sangat
bergantung pada bagaimana negara mengelola komunikasi publiknya secara konsisten,
transparan, dan empatik. Kelemahan mendasar lainnya adalah belum optimalnya komunikasi
risiko dan komunikasi krisis dalam kebijakan tersebut. Negara cenderung menampilkan dimensi
normatif, seperti komitmen perdamaian dunia, namun kurang menjelaskan secara terbuka
mengenai risiko, mekanisme perlindungan, serta langkah konkret yang diambil ketika terjadi
insiden.

Akibatnya, publik mengisi kekosongan informasi tersebut dengan spekulasi, emosi, atau
bahkan ketidakpercayaan. Di sinilah muncul potensi distorsi persepsi, di mana simbol kebijakan
yang semula positif dapat bertransformasi menjadi narasi negatif. Relevansi opini ini dengan
fenomena kontemporer sangat kuat, terutama dalam konteks era digital yang ditandai oleh
kecepatan informasi dan tingginya partisipasi publik. Dalam situasi saat ini, setiap peristiwa,
termasuk gugurnya prajurit, tidak lagi dimaknai secara tunggal oleh negara, tetapi langsung
masuk ke dalam ruang diskursus publik yang terbuka.

Publik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengomentari, mengkritik, dan
membentuk narasi tandingan. Jika negara tidak hadir dengan komunikasi yang transparan dan
komprehensif, maka ruang tersebut akan diisi oleh berbagai interpretasi yang belum tentu sejalan
dengan maksud kebijakan. Tanpa komunikasi publik yang transparan, masyarakat dapat
memaknai kebijakan tersebut secara emosional, bukan rasional.
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Dengan demikian, opini ini menyoroti satu isu krusial dalam studi komunikasi kebijakan,
yaitu, bahwa legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga oleh
bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan dimaknai oleh publik. Negara tidak cukup
hanya bersikap tegas dalam tindakan diplomasi, tetapi juga harus mampu menjelaskan,
membingkai, dan mengelola persepsi publik secara strategis. Transparansi menjadi kunci untuk
mencegah distorsi makna, membangun kepercayaan, dan memastikan, bahwa simbol kebijakan
tetap memiliki legitimasi di mata masyarakat.

Pada akhirnya, problem yang opini ini angkat mencerminkan tantangan besar pada era
disrupsi digital, yakni ketika kebijakan publik tidak lagi hidup dalam ruang administratif yang
tertutup, tetapi dalam ruang komunikasi yang terbuka, dinamis, dan penuh kontestasi. Tanpa
komunikasi publik yang transparan dan efektif, bahkan kebijakan yang paling ideal sekalipun
berisiko kehilangan maknanya di mata publik.

2. GoSumut.com - Menghargai Gagasan, Menjaga Akal Sehat Hukum

(https.//www.gosumut.com/berita/baca/2026/04/12/menghargai-gagasan-menjaga-akal-

sehat-hukum)

Problem mendasar dalam opini ini terletak pada kegagalan negara, khususnya aparat
penegak hukum dalam memahami dan mengkomunikasikan nilai kerja kreatif secara utuh dalam
kerangka hukum. Kasus yang diangkat ini menunjukkan adanya reduksi makna terhadap kerja
kreatif, di mana ide, proses artistik, dan kerja teknis dipersepsikan seolah-olah tidak memiliki
nilai ekonomi maupun profesional. Fenomena ini bukan sekadar kesalahan penilaian, tetapi
mencerminkan kesenjangan epistemologis antara logika hukum yang cenderung administratif-
formal dengan logika industri kreatif yang berbasis proses, kreativitas, dan nilai simbolik.

Masalah menjadi lebih serius ketika kesenjangan pemahaman tersebut tidak berhenti pada
level individu, tetapi terinstitusionalisasi dalam praktik penegakan hukum. Akibatnya, hukum
berpotensi bekerja tanpa konteks, bahkan salah sasaran, dengan menjadikan pekerja teknis
sebagai pihak yang paling rentan untuk disalahkan. Dalam kondisi ini, hukum tidak lagi
berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan berisiko menjadi alat simplifikasi yang
mengabaikan kompleksitas relasi kerja profesional. Di sinilah terlihat, bahwa problem utama
bukan hanya soal “putusan hukum”, tetapi bagaimana hukum diproduksi, dimaknai, dan
dikomunikasikan kepada publik.

Dalam perspektif komunikasi, persoalan ini menunjukkan adanya kegagalan dalam
proses framing dan public communication. Negara dan aparat penegak hukum tidak berhasil
membangun narasi yang mampu menjelaskan konteks perkara secara komprehensif, termasuk
posisi pekerja kreatif dalam rantai produksi, perbedaan antara otoritas pengambilan keputusan
dan pelaksana teknis, serta nilai kerja kreatif itu sendiri. Akibatnya, publik menangkap pesan
yang terdistorsi, yakni seolah-olah pekerja kreatif dapat dengan mudah dikriminalisasi, dan
bahwa hukum tidak memiliki sensitivitas terhadap profesi baru pada era ekonomi kreatif kini.

Relevansi opini ini dengan fenomena kontemporer sangat kuat, terutama dalam konteks
era disrupsi digital yang ditandai oleh keterbukaan informasi, dan tingginya partisipasi publik
dalam membentuk opini. Setiap kasus hukum hari ini tidak lagi berhenti di ruang pengadilan,
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tetapi segera masuk ke ruang publik digital, di mana ia ditafsirkan, diperdebatkan, dan bahkan
dipolitisasi. Tanpa komunikasi publik yang transparan dan memadai, kekosongan informasi akan
diisi oleh spekulasi, asumsi, dan narasi yang belum tentu akurat. Fenomena inilah yang memicu
distorsi persepsi di tengah masyarakat.

Fenomena ini juga sejalan dengan meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu
keadilan, profesionalisme, dan perlindungan pekerja di sektor kreatif. Di tengah berkembangnya
ekonomi digital dan maraknya penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial
Intelligent), posisi pekerja kreatif justru menjadi semakin rentan; di satu sisi dituntut untuk
produktif dan inovatif, tetapi di sisi lain belum sepenuhnya dipahami dan dilindungi oleh
kerangka regulasi yang ada. Ketika negara gagal mengkomunikasikan posisi dan perlindungan
terhadap profesi ini, maka yang muncul adalah ketidakpastian dan ketakutan kolektif di kalangan
pelaku industri kreatif.

Selain itu, opini ini juga menyoroti pentingnya kepercayaan publik (public trust) sebagai
modal utama dalam penegakan hukum. Komunikasi publik yang tidak transparan atau tidak
sensitif terhadap konteks profesi dapat dengan cepat menurunkan kepercayaan tersebut. Publik
tidak hanya menilai benar atau salahnya suatu kasus, tetapi juga bagaimana negara menjelaskan,
membingkai, dan memperlakukan pihak-pihak yang terlibat. Ketika komunikasi gagal, maka
yang terdampak bukan hanya individu dalam kasus tersebut, tetapi juga legitimasi institusi
hukum secara keseluruhan.

Dengan demikian, opini ini sangat relevan dengan kondisi kontemporer yang menuntut
negara untuk tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga jelas, transparan, dan kontekstual
dalam komunikasi publiknya. Tanpa itu, kebijakan dan penegakan hukum berisiko mengalami
misinterpretasi, menimbulkan keresahan sosial, serta memperlemah kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, problem yang diangkat dalam opini ini menegaskan, bahwa pada era digital,
hukum bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal makna, dan makna tersebut hanya dapat dijaga
melalui komunikasi publik yang terbuka, empatik, dan berbasis pemahaman yang utuh terhadap
realitas sosial.

3. Mengelola Komunikasi Publik di Balik Bavang-Bayvang Hargca BBM — Mimbar
Umum Online
(https.//mimbarumum.co.id/mengelola-komunikasi-publik-di-balik-bayang-bayang-
harga-
bbm/#:~:text=0leh%3A4%20Khairullah%2C%20S8.1. Kom%2C%20M.1. Kom%2A4%20Kep
utusan%20pemerintah%20melalui%20Menteri mengelola%20psikologi%20massa%20va
ng%?20rentan%20terhadap %20guncangan%.20informasi.)

Problem mendasar dalam opini ini terletak pada kesenjangan antara kebijakan substantif
(stabilitas harga BBM) dan pengelolaan komunikasi publik yang mampu mengendalikan persepsi
serta emosi kolektif masyarakat. Pemerintah dalam hal ini telah berupaya menghadirkan
kepastian melalui kebijakan harga, namun persoalan tidak berhenti pada aspek ekonomi tersebut.
Justru, titik krusialnya berada pada bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan di tengah
ekosistem informasi yang sangat cepat, visual, dan rentan terhadap distorsi.
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Dalam kerangka Uncertainty Reduction Theory, kebijakan stabilisasi harga sebenarnya
berfungsi sebagai instrumen untuk menurunkan ketidakpastian publik. Akan tetapi, ketika
komunikasi publik tidak dilakukan secara konsisten, transparan, dan proaktif, maka ruang
ketidakpastian tersebut tidak benar-benar hilang, melainkan bergeser dan diisi oleh spekulasi. Di
sinilah terlihat, bahwa problem utamanya bukan pada kebijakan harga itu sendiri, melainkan
pada kegagalan mengelola ruang informasi yang menyertainya. Negara belum sepenuhnya hadir
sebagai aktor utama dalam mengendalikan arus makna, sehingga narasi kebijakan mudah
diinterupsi oleh informasi yang tidak terverifikasi.

Kelemahan ini semakin diperparah oleh karakter media digital yang memungkinkan
disinformasi menyebar lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi. Visual seperti antrean panjang
di SPBU, ketika dilepaskan dari konteksnya, dapat menciptakan apa yang kita sebut sebagai
“kelangkaan semu”. Fenomena ini menunjukkan, bahwa publik tidak hanya merespons data
faktual, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh representasi visual dan emosi kolektif. Dalam
konteks ini, perilaku panic buying bukan semata tindakan irasional individu, melainkan hasil dari
konstruksi persepsi yang dibentuk oleh arus informasi yang tidak terkelola dengan baik. Artinya,
distorsi persepsi publik lahir dari kekosongan komunikasi yang tidak segera diisi oleh negara
secara kredibel dan meyakinkan.

Relevansi opini ini dengan fenomena kontemporer sangat jelas, terutama dalam konteks
masyarakat digital yang hidup dalam logika kecepatan, viralitas, dan Fear of Missing Out
(FOMO). Setiap isu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, seperti BBM memiliki sensitivitas
tinggi dan berpotensi memicu reaksi berantai. Dalam kondisi ini, keterlambatan atau
ketidaktepatan komunikasi dari pemerintah dapat memperbesar dampak psikologis yang
ditimbulkan. Publik tidak lagi menunggu penjelasan resmi, tetapi langsung membentuk persepsi
berdasarkan informasi yang paling cepat mereka terima, terlepas dari akurasi informasi tersebut.

cenderung bersifat reaktif, yaitu baru merespons ketika isu sudah berkembang di masyarakat.
Padahal, dalam konteks saat ini, pendekatan tersebut tidak lagi memadai. Negara dituntut untuk
membangun komunikasi yang proaktif, tidak hanya memberikan kepastian jangka pendek terkait
harga, tetapi juga membangun narasi jangka panjang yang edukatif, seperti kesadaran terhadap
transisi energi dan ketahanan energi nasional. Tanpa itu, publik akan terus terjebak dalam siklus
kepanikan yang berulang setiap kali isu BBM muncul.

Lebih jauh, problem ini juga berkaitan dengan rendahnya literasi media di tingkat
masyarakat. Ketika publik tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memverifikasi
informasi, maka mereka menjadi rentan terhadap manipulasi persepsi. Dalam situasi seperti ini,
komunikasi publik yang transparan menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menyampaikan
informasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan memberikan rujukan yang jelas bagi
masyarakat dalam menilai kebenaran suatu informasi.



Dengan demikian, opini ini menegaskan, bahwa tantangan utama kebijakan BBM pada
era kontemporer bukan hanya soal menjaga stabilitas harga, tetapi juga mengelola stabilitas
persepsi publik. Tanpa komunikasi yang transparan, cepat, dan kontekstual, kebijakan yang
secara ekonomi tepat sekalipun dapat menimbulkan kepanikan sosial akibat distorsi informasi.
Oleh karena itu, komunikasi publik harus dipandang sebagai bagian integral dari kebijakan itu
sendiri, bukan sekadar pelengkap. Hanya dengan cara ini, negara dapat mencegah
kesalahpahaman, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil
benar-benar dipahami, serta dapat diterima secara rasional oleh masyarakat.

4. WFH Harus _Terukur, Bukan Sekadar Terdengar Efisien - POLITIK
INDONESIA.ID, POLINDO
(https.//www.politikindonesia.id/wfh-harus-terukur-bukan-sekadar-terdengar-efisien)

Problem mendasar dalam opini ini terletak pada ketidaksinkronan antara desain kebijakan
dan komunikasi kebijakan, khususnya dalam memaknai Work From Home (WFH) sebagai
instrumen efisiensi. Secara konseptual, WFH dipromosikan sebagai solusi rasional untuk
menekan biaya dan meningkatkan fleksibilitas kerja. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini
cenderung direduksi menjadi sekadar perubahan lokasi kerja, bukan transformasi sistem kerja. Di
sinilah letak persoalan utamanya, yakni negara belum sepenuhnya mampu mengartikulasikan
makna, tujuan, dan indikator keberhasilan kebijakan secara jelas kepada publik maupun aparatur
itu sendiri.

Akibat dari lemahnya komunikasi tersebut, WFH mengalami apa yang dalam studi
komunikasi disebut sebagai multitafsir kebijakan. Sebagian aparatur memaknainya sebagai
efisiensi berbasis kinerja, sementara yang lain justru melihatnya sebagai pelonggaran ritme kerja.
Ketika standar keberhasilan tidak dikomunikasikan secara tegas, misalnya terkait produktivitas,
kualitas layanan, atau efisiensi energi, maka yang terjadi adalah pergeseran dari performance-
based governance menjadi presence-based illusion, di mana kehadiran digital dianggap cukup
merepresentasikan kerja. Dengan kata lain, problemnya bukan semata pada kebijakan WFH,
tetapi pada absennya narasi kebijakan yang kuat, terukur, dan dapat diverifikasi.

Lebih jauh, opini ini juga mengungkapkan, bahwa kebijakan WFH berpotensi
menciptakan ilusi efisiensi. Penghematan yang terlihat di satu sisi (misalnya listrik kantor atau
konsumsi BBM) belum tentu mencerminkan efisiensi secara keseluruhan, karena beban tersebut
bisa saja bergeser ke sektor lain, seperti konsumsi energi rumah tangga atau penurunan kualitas
koordinasi. Tanpa data yang transparan dan komunikasi yang terbuka mengenai dampak riil
kebijakan, publik hanya menerima klaim efisiensi tanpa basis empiris yang jelas. Di sinilah
muncul potensi distorsi persepsi, yakni kebijakan terdengar efektif, tetapi tidak sepenuhnya
terbukti dalam praktik.

Relevansi opini ini dengan fenomena kontemporer sangat kuat, terutama dalam konteks
tata kelola pemerintahan pada era digital. Saat ini, setiap kebijakan publik tidak hanya dinilai
dari substansinya, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan dan
dipersepsikan. WFH menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan yang secara konsep modern dan
adaptif dapat kehilangan legitimasi, jika tidak disertai komunikasi publik yang transparan dan
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akuntabel. Dalam ekosistem digital yang serba cepat, persepsi publik terbentuk tidak hanya dari
pengalaman langsung, tetapi juga dari narasi yang beredar di ruang publik; baik melalui media
sosial, pemberitaan, maupun pengalaman kolektif masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Selain itu, opini ini juga berkaitan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
kualitas pelayanan publik. Publik tidak lagi fokus pada prosedur internal birokrasi, seperti
apakah pegawai bekerja dari kantor atau dari rumah? tetapi lebih pada hasil yang dirasakan:
kecepatan layanan, kepastian administrasi, dan responsivitas institusi. Ketika komunikasi
kebijakan tidak mampu menjelaskan, bagaimana WFH tetap menjamin kualitas layanan tersebut?
maka publik cenderung mengisi kekosongan informasi dengan asumsi negatif, seperti
menurunnya disiplin atau melemahnya kinerja aparatur.

Dalam konteks ini, transparansi komunikasi menjadi kunci untuk mencegah distorsi
persepsi. Negara perlu menjelaskan secara terbuka; apa tujuan utama WFH? bagaimana indikator
keberhasilannya? apa saja keterbatasannya? serta bagaimana mekanisme evaluasinya? Tanpa
transparansi ini, kebijakan akan mudah direduksi menjadi sekadar jargon administratif yang
“terdengar efisien”, tetapi tidak sepenuhnya dipahami atau dipercaya oleh publik.

Dengan demikian, opini ini menegaskan, bahwa tantangan utama kebijakan WFH bukan
hanya pada implementasi teknis, tetapi pada kemampuan negara dalam membangun komunikasi
kebijakan yang jelas, terukur, dan berbasis data. Tanpa itu, WFH berisiko menjadi simbol
modernisasi birokrasi yang semu; terlihat progresif di permukaan, tetapi menyisakan problem
struktural dalam praktiknya. Pada akhirnya, seperti yang opini tersebut tekankan, efisiensi tidak
boleh berhenti pada klaim, melainkan harus dibuktikan melalui kinerja nyata yang dapat
dipahami dan dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 2. Ringkasan Pembahasan Perubahan Kebijakan dan Regulasi Komunikasi

No. Aspek Realitas Kebijakan Kritik
1. Negara | Tegas secara tindakan Lemah dalam komunikasi
2. Hukum | Normatif Tidak komunikatif
3. BBM Berbasis ekonomi Minim pendekatan psikologis
4. WFH Efisiensi Simplifikasi narasi




BAB III
KESIMPULAN

Makalah ini menegaskan, bahwa pada era disrupsi digital, kebijakan dan regulasi
komunikasi di Indonesia tidak lagi cukup dipahami sebagai instrumen administratif, melainkan
sebagai arena strategis perebutan makna antara negara, media, algoritma, dan publik. Problem
utama terletak pada ketidaksinkronan antara substansi kebijakan dan komunikasi publiknya,
dimana negara cenderung kuat dalam tindakan, namun lemah dalam mengelola narasi, persepsi,
dan emosi kolektif masyarakat.

Berbagai kasus (diplomasi, penegakan hukum, kebijakan BBM, dan WFH) menunjukkan
pola yang sama, yakni komunikasi yang normatif, elitis, reaktif, dan minim pendekatan
psikologis publik, sehingga memicu distorsi makna, multitafsir, hingga penurunan kepercayaan
publik. Dalam konteks ekosistem digital yang cepat, partisipatif, dan dipengaruhi algoritma,
kegagalan komunikasi tidak hanya berdampak pada persepsi, tetapi juga pada legitimasi
kebijakan itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma menuju komunikasi kebijakan yang
dialogis, transparan, proaktif, dan berbasis literasi media. Negara tidak hanya dituntut untuk
benar secara hukum dan substansi, tetapi juga mampu “memenangkan makna” di ruang publik
agar kebijakan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitimate secara sosial.
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